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PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/ 3¢ TAHUN 2024
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

.a.

BATANG TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

bahwa Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun
Anggaran 2025 telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan hasilnva

telah dilaporkan dan disetujui oleh forum Rapat Paripurna
DPRD;

bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal
8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);




>

.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ke uangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambohan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang:
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengpant Undang Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentong kebinlam Kevanpgan Negara Dan Stabilitas
Sistem kevnnpgonn Hntak Penanponan Pandem Corona
Virns Discase 2000 (COVIDY 19 Dan/Ataua Dalam Rangka
Menghadapt Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Kevangan Menjad
Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesiz
Tahun 2020 Nomor 134, Tambiahan Lembaran Nepara
Republik Indonesin Nomor 6516);

Undang-Undang  Nomo 1 Tahun 2004 tentany
Perbendaharann Nepgara (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lemberar
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telar
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Ta hu.. 2020
tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Penggs
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang E'..-.J,:m::.
Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 201% (COVID-
19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan  Perekonomian Nasional Dan/Atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-U {".é::‘;g
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomer
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ra.-m:
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakva
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 T
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Rem..::
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah Deber::.'wﬂ
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perm usvawaraan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakvat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6396);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan 12
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor :ﬁ‘h] sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Und. ing-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan  Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Ke ra menjadi Undang- Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);




.

~lJ

10.

11.
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13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintahan Pusal dan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2()’3.2
Nomor 04, Tambahan Lembaran Nepoara Republik Indonesia
Nomor 6757),

Undang-Undang, Nomor 11 Tahun 2023 tenmtang Provinsi
Jawa Tengoah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Pekalongan, Kabupalen Daerah Tingkat 11 Pekalongan dan
Kabupaten Dacrah Tingkat 1l Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6 197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

-Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2022

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten

Batang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 9);

Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2019 Nomor 53);




Menctapkan .

KIESATU

KEDUA

KETIGA

MIEEMUTUSKAN

KIEPUTUSAN  DIEWAN PICRWAIKITLAN RAKYAT  DAIRAH
KADBLIPATIEN  BATANG TIRNTANG  PERSISTUJUAN DICWAN
PIRWARKILAN  RAKYAT DAIRAIT  KABUPATICN BATANG
TIRIADAL RANCANGAN PERATURAN  DARRALL TINTANG
ANCGGARAN [ONDAPATAN AN I LANIA DAKRAH
KANRUPATICEN BATANG TATIUN ANGE WNIRAN 20020

Menyeiupn Iancangan Peraturan Dacrah Tentang Anpgparan
Pendapatan dan Belngi Daernh Kabupaten Batang Tahun
Anggarran 2025, denpian Struktur  Anpparan Pendapatan dan
Belanga Dacrah sebapad beerilennt

1. Jumlah Pendapatin Rp. 1.978.A4585.005.209,00

2. Jumlah Belangi Rp. 2.038.458.065.209,00
refisn I (F:0.000.000.000,00)

3. Pembioyaan:
a, Penertmaan I2p. 70.000.000.000 00
b. Penpgeluaran Rp.  10.000,000,000,00
Surplus 12p. £0).000.000.000,00

. Persetujuan  sebagaimana  dimaksud Diktum  KESATU

selengkapnya dituangkan dalam  Berita  Acara Persetujuan
Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupater
Batang dan Bupati Batang beserta lampirannya, vang
merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 6 November 2024





{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }

